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Abstrak  
Politik Hindu memiliki tujuan bahwa kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama seorang pemimpin. Tetapi ketika 
kekuasaan menjadi tujuan akhir dari seorang pemimpin dalam kontestasi politik, itu akan menghasilkan melemahnya 
idealisme kepemimpinan dan patut dicontoh. Idealisme kepemimpinan adalah karakter, sikap, visi, dan orientasi pemimpin 
yang mengedepankan kebenaran dan kebijaksanaan di luar kepentingan ego pemimpin. Pemimpin ideal dalam konsep Hindu 
dikenal sebagai Rajarshi, pemimpin Rajarshi adalah pemimpin yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat dengan karakter 
religius dan Bhakti dengan selalu mengacu pada ajaran Asta Brata. 
Kata kunci : Politik Hindu, Rajarshi, Asta Brata 
  
Abstract 
Hinduism politics has the purpose that the people's welfare is the main purpose of a leader. But when power 
becomes the final goal of a leader in political contestation it will result in the weakening of the idealism of leadership and 
exemplary. Leadership idealism is a character, attitude, vision and orientation of leaders who put forward the truth and 
wisdom beyond the interests of leader ego. The ideal leader in the Hindu concept is known as Rajarshi, the Rajarshi leader 
is the leader who prioritizes the welfare of the people with the religious and Bhakti character by always referring to the 
teachings of Asta Brata. 
Keywords: Hindu politics, Rajarshi, Asta Brata  
 
I. PENDAHULUAN 
 Politik senantiasa menjadi tema aktual bagi 
kehidupan bermasyarakat dalam kontestasi pemilihan 
kepala daerah baik secara konteks agama  maupun 
kebudayaan. Secara umum politik dimaknai sebagai 
segala upaya untuk memperoleh, menggunakan, dan 
mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, banyak 
pihak beranggapan bahwa kontestasi politik itu “kotor” 
sebab politik selalu diidentikkan dengan perebutan 
kekuasaan yang menghalalkan segala cara.  
 Pada prinsipnya kebutuhan politik inheren 
dengan kepentingan akan pengaturan, pengawasan dan 
tindakan dalam rangka menjaga keteraturan, ketertiban 
dan keseimbangan sosial walaupun ditemukan suasana 
sebaliknya sebagaimana anggapan orang maka politik 
telah kehilangan dimensi hakikinya yaitu menciptakan 
kesejahteraan dan kemuliaan bagi masyarakat. Syahnakri 
(2007) menegaskan bahwa politik yang semata-mata 
berorientasi pada kekuasaan pangkal tolak terjadinya 
berbagai krisis politik. Ketika kekuasaan menjadi tujuan 
final dari berbagai proses politik, maka akan berakibat 
Pariksa - Jurnal Hukum Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja 59 
 
pada semakin melemahnya idealisme kepemimpinan dan 
keteladanan. Padahal, hakekat kepemimpinan dan 
keteladanan merupakan kunci keberhasilan pemimpin 
dalam menggerakkan organisasi yang dipimpinnya. 
 Agama Hindu menempatkan politik pada posisi 
yang utama dan terhormat sebagai jalan menegakkan 
Dharma. Apresiasi yang begitu tinggi terhadap politik 
dapat dilihat dari gambaran percakapan antara Bhagawan 
Bhisma dan Yudistira yang tersurat dalam Santi Parwa 
LXIII sebagai berikut: 
 “ Manakala Politik telah sirna, Weda pun sirna 
pula, semua aturan hidup hilang musnah, semua 
kewajiban manusia terabaikan. Pada politiklah 
semua awal tindakan diwujudkan, pada 
politiklah semua pengetahuan dipersatukan, 
pada politiklah semua dunia terpusatkan”. 
 “Ketika tujuan hidup manusia, dharma, artha, 
kama, dan Moksa semakin jauh. Begitu juga 
pembagian masyarakat begitu kacau, maka pada 
politiklah semua berlindung, pada politiklah 
semua pengetahuan dipersatukan, dan politiklah 
dunia terpusatkan”. 
 
 Sloka diatas hendak menegaskan bahwa politik 
merupakan panglima dunia- kehidupan yang 
mengendalikan sistem pengetahuan, mengontrol sistem 
nilai, dan mengawasi sistem tindakan. Artinya, antara 
politik dan agama mempunyai kaitan yang begitu erat dan 
terpadu. Menjalankan dharma sebagai inti ajaran Weda 
merupakan tujuan utama dari politik Hindu. 
 Idealisme kepemimpinan merupakan karakter, 
sikap, visi dan orientasi pemimpin yang lebih 
mengedepankan pada kebenaran dan kebijaksanaan 
melampui kepentingan dan ego pemimpin. Pemimpin 
yang memiliki karakter yang kuat dan tegas merupakan 
keniscayaan dalam suatu organisasi. Mengingat 
pemimpin yang seperti ini memiliki kemauan, 
kemampuan, dan kesanggupan dalam menggerakkan 
organisasi menuju ke tujuan yang telah di cita-citakan. 
Selanjutnya, pemimpin juga harus mampu menjadi 
mission driven, yaitu memiliki misi utama membawa 
organisasi keluar dari berbagai masalah dan berkompeten 
dalam mengelola dan mengerahkan segala sumber daya. 
 Apabila idealisme kepemimpinan dan 
keteladanan diabaikan oleh pemimpin maka segala 
formula kepemimpinan akan kehilangan makna. Sebab, 
inti sari dari kepemimpinan itu adalah memandu jalan dan 
membawa tujuan orang lain/bersama dalam pencapaian 
(Gunadha,2012). Untuk menjadi yang dapat diteladani 
seorang pemimpin hendaknya memiliki integritas 
kepribadian dan komitmen moral yang kuat untuk 
memimpin yaitu (1) Kompetensi (Profesionalisme), (2) 
Kepekaan dan kepedulian terhadap orang yang dipimpin, 
dan (3) Integritas pribadi yang menjunjung kesesuaian 
antara pikiran (Manacika), Ucapan (Wacika) dan 
Tindakan (Kayika). 
 Agama Hindu secara teks dan konteks 
memandang Kepemimpinan dalam kontestasi politik 
adalah untuk menegakkan Dharma bukan semata-mata 
sebagai cara mencari dan mempertahankan kekuasaan 
(Gunadha,2012). Dharma adalah hukum, kewajiban, dan 
kebenaran yang apabila dilanggar berakibat pada 
kehancuran umat manusia ,dan sebaliknya dharma yang 
dijaga akan membawa kemuliaan (dharma 
raksatahraksitah). Ungkapan ini menegaskan bahwa 
sasaran utama pemimpin dalam berpolitik adalah 
kebahagiaan rakyat, bukan kesenangan penguasa. Dalam 
Kautilya Arthasastra, XII.13 dijelaskan bahwa “ apa 
yang menjadikan raja senang hendaknya tidak dianggap 
sebagai kebahagiaan, tetapi segala yang membuat raja 
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bahagiaitulah kesenangan yang harus selalu diupayakan 
oleh raja”.  Untuk lebih mempermudah memahami isi 
dari KautilyaArthasasari XII.13 dapat penulis sampaikan 
bahwa segala kebahagiaan rakyat adalah kesenangan 
pemimpin. Oleh karenanya, agar menjadi pemimpin yang 
dapat menikmati kesenangan, seorang pemimpin harus 
mampu mengupayakan kebahagiaan rakyatnya terlebih 
dahulu. Dengan demikian, seluruh program yang dimiliki 
oleh pemimpin baik dalam aspek pembangunan, 
pemberdayaan, dan pelayanan pada masyarakat dapat 
terealisasi sesuai harapan. 
 Untuk itu, sesuai dengan konsep Catur Purusa 
Artha maka kama menjadi hasrat, motivasi dan dasar 
komitmen moral; dharma menjadi nilai, norma dan 
aturan; artha menjadi alat termasuk sarana dan prasarana; 
moksa sebagai tujuan tertinggi, kebebasan, keselamatan 
bagi pemimpin dalam berkontestasi politik. Dan, diatas 
semua itu karma menjadi proses politik yang oleh dilalui 
pemimpin dalam mewujudkan kesejahteraan dan 
kemuliaan rakyat. Dalam hal ini, Arthasastra 
menginisiasi dua syarat utama yaitu penegakkan hukum 
dan keterlibatan kinerja administrasi yang memadai. 
Yang dimaksud dengan kata “memadai” dalam konteks 
politik dan kepemimpinan adalah ketersediaannya 
kehendak pemimpin dan komponen negara bagi 
penyelenggaraan bagi penyelenggaraan kemandirian, 
keadilan, kesejahteraan rakyat. Penegakan hukum dan 
ketertiban dilakukan dengan seperangkat denda dan 
sanksi (dandaniti), sedangkan kinerja administrasi 
meliputi raksha (perlindungan dari agresi luar), Palana 
(pemeliharaan ketertiban Umum) dan yogakshesama 
(menjamin kesejahteraan rakyat) (Radendra,2005: 3).  
Kepemimpinan menjadi kekuatan penentu dalam 
mencapai tujuan, pada akhirnya dapat dipahami bahwa 
seluruh system politik bermuara pada hadirnya sosok 
pemimpin yang memiliki jiwa kenegarawanan, Religius, 
dan spiritualitas yang dengan teguh melaksanakan amanat 
rakyat, bangsa dan Negara. 
 
II. PEMBAHASAN 
2.1 Rajarshi: Kepemimpinan Ideal Hindu 
Kewajiban utama seorang pemimpin dalam politik 
hindu adalah mensejahterakan rakyatnya (‘ksaya nikang 
papa nahan prayojana’) (Gelgel,2014). Untuk 
mewujudkan tujuan mulia ini yaitu kesejahteraan rakyat 
maka dibutuhkan sosok pemimpin yang memiliki 
idealism dan keteladanan. Politik dan kepemimpinan 
ibarat sekeping mata uang yang tak dapat dipisahkan satu 
sama lain.  
Secara umum, kepemimpinan diartikan sebagai 
kemampuan untuk mengkoordinir dan mengerahkan 
orang-orang serta golongan-golongan untuk mencapai 
tujuan. Kepemimpinan juga diartikan sebagai aktivitas 
mempengaruhi orang lain untuk berusaha mencapai 
tujuan kelompok secara sukarela. Secara sederhana 
konsep ini memang mudah untuk di pahami, namun 
secara realitas konsep ini sangat kompleks karena dalam 
kepemimpinan hadir suatu proses mengarahkan dan 
mempengaruhi tugas-tugas yang berhubungan dengan 
kegiatan antar kelompok.  
Dalam ajaran Hindu terdapat banyak sekali tersebar 
ajaran tentang kepemimpinan baik dalam kitab suci weda 
maupun kesusastraan Hindu lainya. Pemimpin ideal 
dalam rumusan Hindu lazimnya disebut Rajarshi. Secara 
harfiah Rajarshi terdiri dari dua kata. Yaitu “raja” dan 
“rshi”. Raja adalah pemimpin tertinggi dalam sistem 
monarkhi atau kerajaan. Sementara Rsi menunjukkan 
kepada seseorang yang berkedudukan sebagai orang 
memiliki pengetahuan mendalam dibidang keagamaan. 
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Jadi Rajarshi merupakan penggabungan dua konsep yang 
berbeda untuk menunjuk karakter seorang pemimpin.  
Dalam sistem Politik Hindu, Konsep raja dan rsi 
telah menjadi karakter yang mempribadi dalam diri 
seorang pemimpin. Raja menunjukkan karakter yang 
khasnya itu ksatriya, sedangkan rshi menunjukkan 
karakter brahmana (Gunadha,2006). Jika lebih ditelisik 
secara tekstual, konsep raja dan rsi ini terlihat hubungan 
penting antara Svamin dan Purohita. Purohito atau 
pendeta mempunyai kedudukan yang sangat berpengaruh 
didalam sistem politik Hindu. Purohita dalam sistem 
kerajaan merupakan penasehat raja dalam bidang 
keagamaan dan kebijaksanaan rohani. Purohita bertugas 
memelihara tradisi keagamaan, menyelenggarakan 
upacara besar untuk negara, menjadi pemimpin upacara 
baik bersifat umum maupun politis memberi nasehat dan 
pertimbangan kepada raja dalam mengambil keputusan, 
termasuk mengatur strategi perang. Hal ini tertuang dalam 
Kautilya Arthasastra,IX. V. 10-11 bahwa: 
“seorang raja (svamin)  hendaknya mengikuti 
nasihat Purohita, seperti bhakti seorang murid kepada 
gurunya, seorang anak kepada ayahnya, atau pembantu 
kepada majikannya. Sebab, kaum ksatrya akan hanya 
berhasil apabila ada Brahman, kekuatannya disucikan 
oleh mantra dan nasehat para menteri (Amatysampat), 
dengan kerja dan politiknya ia akan tidak terkalahkan.  
 
Disini tampak jelas bahwa hubungan antara svamin 
dan purohita dalam sistem ketatanegaraan Hindu kuno 
merupakan kesatuan fungsional yang saling mendukung 
satu dengan yang lainnya. 
Sejalan dengan itu, dalam kekawin Ramayana juga 
dijelaskan hubungan antara Natha yang artinya Raja dan 
Wiku yang berarti Purohita sebagai berikut: 
“ Brahmana Ksatrya padulur, 
Jatinya paras parosasarpanaya. 
Wiku tanpa natha ya ilang, 
Tan pawiku kunang ratu wisirna,” 
Artinya:  
 Brahmana dengan Ksatrya harus bergandengan, 
sesungguhnya mereka harus bekerjasama bahu membahu, 
pendeta tanpa raja akan lenyap, demikian juga raja tanpa 
pendeta akan hancur. 
 
Kedwi-tunggalan antara raja dan rsi sebagaimana 
tertuang dalam sloka tersebut diatas, dapat dimaknai 
sebagai satu kesatuan karakter yang mempribadi dalam 
diri seorang pemimpin. Pemimpin dalam konsep Rajarsi 
harus memiliki karakter yang kuat, gagah, perkasa, dan 
tegas karena ia merupakan penguasa yang harus 
mempertahankan kekuasaannya dan kedaulatan negara, 
disamping itu juga, seorang pemimpin harus mampu 
menginternalisasi nilai-nilai agama dalam dirinya 
sehingga dalam dirinya tertanam keasadaran universal. 
 Dalam karakter Raja, seorang pemimpin dituntut 
untuk kuat dan teguh dalam menjalankan roda 
pemerintahannya. Oleh karena itu, seorang Pemimpin 
dituntut untuk melaksanakan dan menghayati Catur 
Upaya Sandhi yang terdiri dari Sama, Bedha, Dana, dan 
Danda secara tegas dan konsisten. Sama berarti bahwa 
seorang pemimpin harus menjamin setiap warga 
negaranya mendapat hak yang sama dalam hukum, hak 
yang sama untuk hidup dan beraktivitas sesuai dengan 
swadarmanya. Bedha berarti seorang pemimpin harus 
bisa membedakan mana kawan dan lawan, teman, musuh. 
Mengamalkan ajaran Bedha penting dipahami oleh 
seorang pemimpin untuk mengetahui hal-hal yang dapat 
membahayakan kedaulatan bangsa dan negara.  
Dana berarti bahwa seorang pemimpin harus 
mampu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran 
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rakyat, memberikan penghargaan kepada yang berjasa, 
memberikan sedekah bagi rakyat miskin, membantu 
wilayah diluar pemerintahannya yang menderita akibat 
bencana alam dan sebagainya. Kemudian Danda berarti 
ketegasan pemimpin dalam penegakan hukum. Dalam hal 
ini, pemimpin harus memiliki ketegasan dalam 
memberikan hukuman (Punishment) kepada orang yang 
bersalah tanpa terkecuali.  
 Sementara itu, karakter Rshi yang dikembangkan 
oleh seorang pemimpin yang berintegritas adalah (1) 
tertanamnya wiweka jnana dalam dirinya; memiliki 
wiweka jnana berarti bahwa seorang pemimpin harus 
mampu membedakan antara yang benar dan yang salah 
sehingga segala sesuatu yang dilakukan sejalan dengan 
nilai-nilai dharma. (2) memahami perubahan setiap 
zaman;  seorang pemimpin dengan karakter Rsi harus 
mempu memahami perubahan setiap zaman seperti: Atita 
(masa lalu), Wartamana (masa sekarang) dan Anagatha 
(masa depan). (3) selalu berpijak pada dharma; pemimpin 
yang berkarakter Rshi selalu berpijak pada kebenaran 
(Satya), Kasih (Prema), dan Kedamaian (Santih) Dan (4) 
kemampuan dalam pengendalian indria; pengendalian 
indria dalam karakter ini dimaksudkan adalah 
pengendalian dalam diri pemimpin itu sendiri (Sad Ripu). 
Sad Ripu merupakan Enam Musuh yang ada dalam diri 
manusia yang terdiri dari Kama (nafsu), Krodha 
(amarah), Mada                      (Ketamakan), Lobha 
(Kesombongan), Moha (Kebodohan), dan Matsarya (Iri 
Hati). 
 Keempat  karakter rshi dalam Rajarshi ini 
menuntut pemimpin untuk mampu mengendalikan indria 
dan mengontrol gerak pikirannya. Bila indria dapat 
dikendalikan maka pemimpin tidak akan terpesona objek-
objek duniawi. Selanjutnya, melalui pikiran (wiweka 
jnana) yang terkontrol pemimpin akan dapat memilah dan 
memilih arti kehadiran objek-objek indrawi dalam 
hidupnya seperti memperkaya diri melalui kegiatan 
korupsi dan sebagainya. 
 
2.2 ASTA BRATA: Delapan Keteladanan Pemimpin 
Ideal 
 Menjadi pemimpin yang ideal bukan perkara 
mudah, penguasaan akan ilmu-ilmu kepemimpinan 
sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin dalam 
mengelola pemerintahan secara adil dan bijaksana. Asta 
Brata merupakan salah satu ajaran kepemimpinan hindu 
yang bersumber pada kesusastraan Hindu. Dalam 
kekawin Ramayana, XXIV.52. dijelaskan sebagai 
berikut: 
“ Hyang Indra Yama Surya Candranila, 
Kuwera Barunagni nahan wwalu, 
Sira tam aka angga sang bhupati 
Matang niran inista astabrata.” 
 
Artinya. 
Hyang Indra, Yama, Suryam Candra, Bayu ,Kuwera, 
Baruna, Agni, Delapan jumlahnya. Dewa-dewa itulah 
sebagai anggota badan sang raja. Karena itu, Asta Brata 
ini hendaknya didambakan orang.” 
 Berdasarkan Kekawin Ramayana (XXIV.51-56), 
termuat ajaran Asta Brata  sebagai landasan pemimpin 
ideal melalui nasehat Rama kepada Wibhisana yang 
secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 
(1) Indra Brata 
 Indra Brata sebagai bagian pertama dalam Hyang 
Indra. Yaitu dewa yang menurunkan hujan ke bumi secara 
merata, tanpa pilih kasih. Artinya, seorang pemimpin 
harus memberi pelayanan kepada masyarakat secara adil 
dan merata tanpa pilih kasih.  
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 Dalam konsep ajaran Indra Brata setidaknya 
disebutkan tiga macam dana (pemberian/sumbangan) 
kepada rakyat. Pertama, Abhaya Dana (pemberian 
perlindungan dari bahaya); kedua, Brahmana Dana 
(pemberian ilmu pengetahuan); dan ketiga, Artha Dana  
(pemberian berupa harta benda). Dalam konteks ini, 
seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk 
memberikan perlindungan dan rasa aman kepada 
rakyatnya (Abhaya dana). Pemimpin juga harus 
memberikan pendidikan kepada masyarakat (Brahma 
dana) sebagai bagian dari pemberdayaan masyakat. 
Selanjutnya pemimpin juga wajib memberikan harta 
benda (Artha dana) berupa fasilitas, sarana-prasarana 
yang menunjang kemakmuran dan kesejahteraan 
masyarakat.  
(2) Surya Brata. 
Brata yang perlu diteladani oleh seorang 
pemimpin selanjutnya adalah Surya Brata. Sebagaimana 
dalam Kekawin Ramayana, sloka 76-77 yang 
menyebutkan bahwa Dewa Surya juga dewa matahari 
memberikan penerangan kepada alam semesta dan segala 
isinya. Dalam konteks kepemimpinan Hindu, seorang 
pemimpin harus mampu meniru layaknya Dewa Surya 
yang selalu memberikan penerangan kepada rakyatnya. 
Pemimpin harus mampu mengentaskan masyarakat dari 
keterbelakangan dan kegelapan visi kehidupan. Dalam 
arti lain pemimpin harus menjadi tempat bernaung bagi 
rakyat dalam segala aspek kehidupannya. 
(3) Bayu Brata 
 Bayu Brata sebagaimana dalam Manawa 
Dharmasastra, IX.306, disebutkan seorang pemimpin 
laksana Wayu yang bergerak kemana-mana, masuk 
menjadi nafas bagi seluruh makhluk hidup. Ini berarti, 
seorang pemimpin haruslah memiliki kepekaan terhadap 
keinginan dan kehendak rakyat, memberikan keteladanan 
bahwa seorang pemimpin harus mengetahui kondisi 
rakyatnya sampai ke hal-hal yang bersifat rahasia 
layaknya berlaku seperti angin yang memberikan 
kehidupan dalam wujud nafas kepada masyarakat tanpa 
terkecuali.  
(4) Yama Brata 
 Brata berikutnya yang perlu diteladani oleh 
seorang pemimpin adalah Yama Brata. Dalam konsep 
yama brata ini seorang pemimpin harus berlaku adil saat 
berkuasa. Layaknya Bhatara Yama yang memberikan 
keadilan atau hukuman kepada yang bersalah. Dalam 
konteks Yama Brata ini, pemimpin harus tegas dalam 
pemberian hukuman bagi orang yang berbuat salah dan 
memberikan pahala bagi orang suci, jujur dan setia serta 
memiliki dedikasi dalam pembangunan masyarakat. 
(5) Baruna Brata 
 Baruna adalah dewa penguasa lautan, laut 
sebagai simbol kekuasaan tanpa batas. Laut adalah 
penampung segala kekotoran yang berasal dari sungai, 
akan tetapi sebagaimana pun kotoran yang dibawa oleh 
aliran sungai, lautan tidak akan pernah terkotori malahan 
mampu menyucikan semua kotoran itu.  Dengan 
demikian pemimpin haruslah memiliki pikiran yang luas, 
menampung segala kesalahan dan kejahatan yang 
dilakukan atau ditimpakan kepada dirinya dan selanjutnya 
menyucikan segala kekotoran itu sehingga menjadi suci. 
Pengetahuan atau wawasan yang dimiliki oleh pemimpin 
merupakan senjata pemimpin dalam menghilangkan 
kendala-kendala yang dapat merusak kinerja organisasi 
yang dipimpinnya. 
(6) Chandra Brata 
 Untuk menjadi pemimpin yang baik, patut 
diteladani prilaku Hyang Candra. Chandra Brata, yakni 
tercerminnya sifat-sifat bulan, tatkala bulan penuh 
(Purnama) semua penghuni dunia senang olehnya. Ini 
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merupakan harapan setiap rakyat bahwa pemimpin 
hendaknya selalu ramah dan menunjukkan muka yang 
tenang kepada rakyat baik dalam keadaan senang maupun 
susah. Pemimpin harus dapat member kesejukan dan 
kenyamanan kepada rakyatnya. 
 Dalam konteks ini, Candra Brata merupakan 
Keteladanan pemimpin dalam memberikan pelayanan. 
Candra Brata menekankan pentingnya sikap Pemimpin 
dalam memberikan pelayanan yang nyaman dan 
menyejukan kepada masyarakat sebagaimana teruang 
dalam kekawin Ramayana, XXIV.56. 
(7) Agni Brata 
 Agni Brata, menguraikan bahwa seorang 
pemimpin hendaknya meneladani sifat agni (Api) yang 
selalu menyala dan berkobar. Sifat agni yang membakar 
dimaknai sebagai kekuatan untuk menumpas segala 
kejahatan yang dapat merongrong kewibawaan negara. 
Dalam konteks ini, seorang pemimpin harus memiliki 
semangat berkobar dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat serta harus mampu memotivasi dan 
membangkitkan semangat rakyatnya. 
(8) Prthiwi/Kuwera Brata 
 Prthiwi Brata adalah bagian dari Asta Brata yang 
terakhir. Dalam Manawa Dharmasastra Prthiwi Brata 
merujuk pada dewa dewi penganugrah kekayaan dan 
kemakmuran bagi manusia sekaligus sebagai simbol dari 
kekayaan itu sendiri. Dalam konteks ini, pemimpin harus 
mengutamakan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan 
rakyat. 
 Berdasarkan uraian tersebut diatas, seorang 
pemimpin yang ideal harus memiliki kewajiban dalam 
melindungi dunia layaknya laku para dewa demi 
kemakmuran dan kebahagiaan rakyat. Seorang pemimpin 
yang ideal dan berintegritas harus selalu mengutamakan 
kepentingan-kepentingan rakyatnya dan segala 
penderitaan rakyat harus dipikirkan. 
 
III PENUTUP 
 Sebagai penutup dari konsep kepemimpinan 
Hindu dalam tulisan ini, Pemimpin ideal Hindu yang 
berkarakter Rajarshi harus memiliki sifat yang religius 
(Sradha), berbhakti, dan cinta kasih kepada kepada 
seluruh makhluk. Berdasarkan tujuan dari politik Hindu 
adalah kesejahteraan rakyat maka konsep pemimpin ideal 
Hindu yang Rajarshi merujuk pada dua pengertian yaitu 
Pertama, dalam sistem politik keberadaan Raja (Svamin) 
dan Pendeta (Purohito) dalam struktur pemerintahan 
Hindu merupakan sebuah satu kesatuan. Kedua, Rajarshi 
merujuk pada karakter kepemimpinan yang hadir secara 
integral dalam diri seorang pemimpin yaitu perpaduan 
sempurna antara raja dan rshi dengan didukung oleh 
keteladanan dari ajaran Asta Brata. 
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